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Abstrak
Informasi Naskah : This study aims to examine the effect of the complexity of local
Diterima: government and local government internal control on the timeliness of
25 Juli 2022 local government financial reporting in Indonesia. This study produces
Revisi |_oanel data_with a total of_1524 observations from 508 local governments
27 Juli 2022 in Indonesia. Data analysis was performed by panel data regression. This

study found that there were still local governments in Indonesia during the

Tersedia Online : 2016-2018 period that had not been able to submit their financial reports

28 Juli 2022 on time with an average delay of 2 days from the specified reporting

deadline. Furthermore, the empirical findings of this study reveal that the

i complexity of local government does not affect the timeliness of local

Keywords: Indonesia, government financial reporting, while internal control shows a positive

local government, influence. This study also recommends local governments to continuously

timeliness of financial improve the quality of internal control to be more effective and efficient in

reporting, complexity, order to oversee the local government financial reporting process so that
internal control it can be completed on time.

Latar Belakang

Pelaporan keuangan merupakan salah satu mekanisme akuntabilitas terpenting baik di
sektor privat maupun sektor publik (Blanco et al., 2011; Steccolini, 2004; Yusuf & Jordan, 2015).
Dalam organisasi sektor publik, khususnya lembaga pemerintah, laporan keuangan menjadi salah
satu alat akuntabilitas yang sangat krusial (Yusuf & Jordan, 2015) untuk menunjukkan bahwa
pemerintah telah mengelola dana publik dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku
(Adiputra et al., 2018), utamanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk
meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satu karakteristik kualitatif dari informasi keuangan
yang harus dipenuhi oleh laporan keuangan adalah ketepatan waktu yang penting untuk
meningkatkan kapasitas informasi keuangan sebagai masukan untuk penilaian akuntabilitas dan
menentukan keputusan pengguna informasi tersebut (Tambingon et al., 2018). Aspek ketepatan
waktu informasi keuangan memang merupakan hal yang penting pada sektor pemerintahan
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(Edmonds et al., 2017). Di Indonesia, ketepatan waktu laporan keuangan lembaga pemerintah
sangat diatur oleh Undang-Undang®. Regulasi yang berlaku mengatur bahwa lembaga pemerintah
di Indonesia wajib menyerahkan laporan keuangan unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) selaku auditor eksternal pemerintah selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret pada tahun
berikutnya setelah periode pelaporan. Namun, masih terdapat beberapa instansi pemerintah di
Indonesia yang belum mampu memenuhi tenggat waktu pelaporan keuangan yang diatur oleh
regulasi, terutama instansi pemerintah daerah (Sutaryo et al., 2020a).

Ketepatan waktu pelaporan keuangan telah menjadi isu pada pemerintah daerah di
Indonesia sejak diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada organisasi pemerintah. Pemerintah
Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah telah mengamanatkan implementasi akuntansi berbasis akrual sebagai
bagian dari reformasi akuntansi sektor publik untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan
dalam laporan keuangan lembaga pemerintah dan meningkatkan transparansi (Karunia et al., 2019;
Pamungkas, 2018; Putra & Sulistyowati, 2021). Namun, pemerintah daerah Indonesia masih
memiliki kendala dalam penerapan akuntansi akrual seperti kurangnya tenaga ahli yang kompeten
di bidang akuntansi (Mcleod & Harun, 2014; Suparman et al., 2015) dan terbatasnya penerapan
teknologi informasi yang terintegrasi secara efektif dan efisien dalam proses pelaporan keuangan
(Suparman et al., 2015). Kesulitan-kesulitan tersebut berdampak signifikan pada ketepatan waktu
pelaporan keuangan.

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk
memperoleh bukti empiris yang memadai terkait pengaruh kompleksitas dan kapabilitas fungsi
audit internal pemerintah daerah terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pada seluruh
pemerintah daerah di Indonesia. Studi ini menyajikan kontribusi literatur dengan mengisi
kesenjangan penelitian sebelumnya seperti pembatasan ruang lingkup penelitian dengan
mencakup semua pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Adapun struktur penulisan
artikel untuk bagian selanjutnya disajikan sebagai berikut: kajian pustaka dan pengembangan
hipotesis; metodologi; hasil dan pembahasan; dan penutup.

Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Hubungan Keagenan dan Akuntabilitas pada Pemerintah Daerah

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban agen untuk
mempertanggungjawabkan tindakannya. Halim & Abdullah (2006) mengungkapkan bahwa teori
keagenan juga berlaku dalam konteks pemerintah daerah dimana pemerintah daerah bertindak
sebagai agen masyarakat yang diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya daerah untuk
kepentingan masyarakat. Dalam teori keagenan, agen dianggap cenderung memaksimumkan
kepentingannya tetapi tetap berusaha memenuhi kontrak (Méntysaari, 2010) dengan potensi agen
bertindak menyimpang untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, suatu
mekanisme tata kelola yang baik diterapkan, salah satunya dengan pengawasan yang dilakukan
secara internal oleh fungsi audit internal (Sutaryo et al., 2022a).

1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
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Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tepat waktu merupakan salah satu karakteristik informasi laporan keuangan yang sangat
penting untuk dipenuhi. Ketepatan waktu merupakan karakteristik yang penting untuk mednukung
relevansi informasi keuangan (Ashraf et al., 2019). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara mengatur bahwa pemerintah daerah harus menyerahkan laporan keuangan
pemerintah daerah (LKPD) paling lambat tiga bulan setelah periode pelaporan berakhir, tepatnya
pada 31 Maret pada tahun setelah periode pelaporan.

Kompleksitas Daerah dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tingkat kompleksitas suatu pemerintah daerah berpengaruh dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan daerah (Setyaningrum & Syafitri, 2012), baik secara langsung maupun tidak
langsung.

Sebagai konsekuensi dari pembagian fungsi pemerintahan ke sejumlah SKPD, setiap
SKPD diwajibkan menyusun laporan keuangan masing-masing untuk selanjutnya
dikonsolidasikan menjadi LKPD sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010. Dengan demikian, kompleksitas akan mempengaruhi waktu penyusunan LKPD secara
keseluruhan karena penyusunan di masing-masing SKPD dan proses konsolidasi dari banyaknya
SKPD juga memakan lebih banyak waktu (Sutaryo et al., 2020b). Merujuk pada referensi yang
tersedia pada literatur dan regulasi terkait, hipotesis penelitian berikut dirumuskan:

H2. Kompleksitas pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap ketepatwaktuan pelaporan
keuangan pemerintah daerah
Pengawasan Internal dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengawasan internal pemerintah daerah merupakan aspek penting dalam pengelolaan
keuangan (Aikins, 2011). Pengawasan internal mendukung pengelolaan keuangan khususnya
dalam melaksanakan proses keuangan yang efektif (Van Rensburg & Coetzee, 2016). Pengawasan
internal di lingkungan pemerintah daerah Indonesia dilakukan oleh fungsi audit internal melalui
inspektorat daerah, yang bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan daerah
yang akuntabel yang berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh regulasi perundang-
undangan yang ditetapkan (Sarjono & Sulistiadi, 2018).

Fungsi audit internal melaksanakan berbagai kegiatan audit, reviu, hingga evaluasi dari
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah (Sari et al., 2019). Kapabilitas fungsi audit internal yang
memadai dapat mendukung tata kelola yang baik (Ayagre, 2015). Fungsi audit internal membantu
memastikan efektivitas dan efisiensi proses pelaksanaan program-program pemerintah dari sisi
keuangan (Sarens et al., 2011). Dengan pengawasan internal yang optimal, Dengan demikian,
kapabilitas fungsi audit internal diharapkan mampu meningkatkan ketepatwaktuan pelaporan
keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai
berikut:

H2. Pengawasan internal berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan
pemerintah daerah

Metodologi

Desain dan Cakupan Penelitian
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Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas yang mengkaji pengaruh kompleksitas
daerah serta pengawasan internal terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pada pemerintah
daerah di Indonesia. Populasi penelitian mencakup seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di
Indonesia tahun 2016-2018 yang terdiri dari 508 pemerintah daerah kabupaten/kota. Penelitian ini
tidak mencakup Kota Administratif yang berada dalam Provinsi DKI Jakarta karena tidak
menerbitkan laporan keuangan auditan. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling,
yaitu dengan memilih sampel yang memenubhi kriteria tertentu. Proses pemilihan sampel dilakukan
dengan persyaratan sebagai berikut:

a) Pemerintah daerah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri;

b) Pemerintah daerah menyediakan laporan keuangan audit yang dapat diakses; dan

c) Pemerintah daerah menyediakan informasi yang dapat diakses yang dibutuhkan untuk data
penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder terkait pemerintah
daerah Indonesia dari tahun anggaran 2016-2018. Dengan demikian, bentuk data penelitian ini
adalah data panel. Data penelitian ini diperoleh dari lembaga negara yang berwenang, yaitu BPK,
BPKP, dan halaman web pemerintah daerah.

Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen yang menjadi fokus penelitian ini adalah ketepatwaktuan pelaporan
keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan time lag penyampaian laporan keuangan yang
diperoleh dari BPK. Variabel independen terdiri dari kompleksitas pemerintah daerah yang diukur
dengan jumlah SKPD serta pengawasan internal pemerintah daerah yang dikukur dengan tingkat
kapabilitas fungsi audit internal. Selain variabel independen, beberapa variabel kontrol juga
digunakan untuk mengakomodasi pengaruh di luar variabel independen yang terdiri dari kompetisi
politik, tingkat pembangunan daerah, serta faktor keuangan daerah yang terdiri dari aset,
pendapatan, dan belanja daerah. Operasionalisasi variabel penelitian secara rinci dijelaskan
sebagai berikut:

Tabel 1. Operasionalisasi variabel penelitian
Pengukuran Referensi Pengukuran

Variabel

Dependen

Ketepatwaktuan pelaporan
keuangan pemerintah daerah
(TIMELINESS)

Time lag pelaporan keuangan,
diukur dengan tanggal
penyampaian laporan keuangan
dikurangi dengan batas tanggal
penyampaian laporan keuangan

Cohen & Leventis (2013),
Sutaryo et al. (2022b)

yang diatur
Independen
Kompleksitas pemerintah daerah Jumlah SKPD Muhtar et al. (2021), Sutaryo

(COMPLEXj)

& Sinaga (2018), Winarna et
al. (2021).

Pengawasan Internal pemerintah
daerah (1AF:)

Tingkat kapabilitas fungsi audit
internal yang diukur dengan level

Sari et al. (2019), Sutaryo et al.
(2020Db), Yusof et al. (2018)
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Variabel

Pengukuran

Referensi Pengukuran

Internal Audit Capability Model
(IACM):

Level 1 = Rintisan

Level 2 = Infrastruktur

Level 3 = Terintegrasi

Level 4 = Terkelola

Level 5 = Optimal

Kontrol
Kompetisi politik (POLOPP;;)

Proporsi anggota dewan dari partai
oposisi pada DPRD

Cohen & Leventis (2013b)

Tingkat pembangunan daerah
(IPMy)

Indeks Pembangunan Manusia
tingkat daerah

Fadilah et al. (2018),
Miranda-Lescano et al.
(2022), Prasetyo & Zuhdi
(2013), Saragih (2022)

Aset daerah (ASSET};)

Nilai logaritma natural total aset
daerah

Adiputra et al. (2018), Utama et al.,
(2019)

Pendapatan daerah (REVi)

Nilai logaritma natural total
pendapatan daerah

Adiputra et al. (2018), Utama et al.,
(2019)

Belanja daerah (EXPEND};)

Nilai logaritma natural total belanja
daerah

Adiputra et al. (2018), Utama et al.,
(2019)

Analisis Data

Proses analisis data penelitian didahului dengan analisis statistik deskriptif dan korelasi
variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk menguji pengaruh
kompleksitas dan pengawasan internal pemerintah daerah sebagai variabel independen terhadap
ketepatwaktuan pelaporan keuangan selaku variabel dependen. Persamaan regresi data panel
dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

TIMELINESS = a + bCOMPLEXit + blAFit +bASSETit + bREVit + bEXPENDit + bGEQit +
DKABKOTAI F €.ttt sttt nes (1)

Hasil Analisis dan Pembahasan
Statistik Deskriptif dan Korelasi Variabel
Hasil analisis statistik deskriptif penelitian ini disajikan sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil analisis statistik deskriptif

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max
TIMELINESS; 1524 -2,601 17,944 -130 73
COMPLEXi 1524 51,55 20,876 22 209
1AF 1514 1,836 0,657 1 3
POLOPP; 1524 0,627 0,198 0,04 1
IPM; 1524 66,409 7,352 21,12 86,11
ASETj 1524 28,493 0,616 26,44 31,387
REVit 1524 27,889 0,503 24,484 29,732
EXPEND:i; 1524 27,767 0,496 25,596 29,73
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Adapun terkait variabel kontrol, rata-rata variabel kompetisi politik adalah 0,627 yang
berarti bahwa presentase oposisi pada DPRD pemerintah daerah mencapai 62,7%. Selanjutnya,
variabel pembangunan daerah sebagaimana diukur dengan nilai IPM menunjukkan rata-rata
66,409 yang artinya masih pada tingkat menengah. Selanjutnya, penelitian ini juga menguji
korelasi antar varianel dengan hasil yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil analisis korelasi

Variables @ @) 3) @) G) (6 @ 8)
(1) TIMELINESS; 1,000

(2) COMPLEXj -0,001 1,000

(3) IAF; 0213 0,087 1,000

(4) POLOPP; 0,102 -0,045 -0,121 1,000

(5) IPM;; 0264 0012 0228 0011 1,000

(6) ASETx 0205 0153 0,180 -0,165 0,345 1,000

(7) REVi 0185 0228 019 -0,173 0231 0,787 1,000

(8) EXPEND; 0203 0227 0217 -0,180 0299 0822 0941 1,000

Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan
dari variabel kompleksitas pemerintah daerah terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan
pemerintah daerah. Adapun pengawasan internal menunjukkan pengaruh positif. Hasil tersebut
menolak hipotesis 1 dan menerima hipotesis 2. Temuan dari analisis regresi data panel berikut
dengan analisis subsampel disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil analisis regresi data panel

Variabel Semua Pemda Pemda
Pemda Kabupaten Kota
COMPLEXi; 0,0318 0,0373 -0,0128
(0,0332) (0,0342) (0,124)
IAFi 4,716%** 3,871*** 7,217%**
(1,044) (1,185) (2,303)
POLOPP; -3,142 -3,036 -4,292
(3,692) (4,083) (8,824)
IPM¢ 0,697 0,765 0,484
(0,566) (0,597) (1,730)
ASETit 15,39*** 18,18*** 9,502
(3,047) (3,604) (6,307)
REVit -0,719 -0,369 -4,967
(2,918) (3,010) (11,31)
EXPEND;; -12,21%** -15,21*** -6,525
(3,674) (4,425) (8,637)
Constant -136,4 -144,4 0,676
(115,5) (128,2) (295,3)
Observasi 1514 1236 278
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Variabel Semua Pemda Pemda
Pemda Kabupaten Kota
R-squared 0,10 0,95 0,032
F-Statistics 9,61 7,36 2,65
Prob. 0,000 0,000 0,012
Jumlah Pemda 508 415 93
Estimasi terbaik Fixed effect Fixed effect Fixed effect

*** signifikan pada taraf 0,01; ** signifikan pada taraf 0,05; * signifikan pada taraf 0,1

Kompleksitas pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan
keuangan pemerintah daerah didukung dengan temuan yang konsisten pada skenario observasi
pemerintah kabupaten dan kota. Dengan demikian, tingkat kompleksitas pemerintah daerah tidak
menentukan kecenderungan apakah pemerintah daerah mampu menyampaikan LKPD secara tepat
waktu atau tidak. Terkait dengan temuan ini, beberapa penelitian terdahulu tidak menemukan
pengaruh signifikan dari variabel kompleksitas pemerintah daerah terhadap beberapa aspek terkait
pelaporan keuangan. Setyaningrum & Syafitri (2012) tidak menemukan pengaruh signifikan dari
kompleksitas pemerintah daerah terhadap kualitas pengungkapan. Pemerintah daerah tetap mampu
menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu.

Kapabilitas fungsi audit internal berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan
keuangan pemerintah daerah. Analisis subsampel lebih lanjut menunjukkan pengaruh yang
konsisten pada semua skenario observasi baik pada semua pemerintah daerah, subsampel
kabupaten, dan juga kota. Kapabilitas fungsi audit internal yang dikembangkan dengan konsep
IACM sendiri bertujuan untuk meningkatkan peran fungsi audit internal dalam pengelolaan
keuangan organisasi sektor publik (Institute of Internal Auditors, 2009). Peningkatan kapabilitas
memperkuat dan mendukung efektivitas pengendalian internal untuk proses pengelolaan keuangan
yang lebih baik (Yusof et al., 2018). Van Rensburg & Coetzee (2016) menyebutkan bahwa
kapabilitas fungsi audit internal mampu mendukung pemerintah dalam menghasilkan luaran yang
ditargetkan, salah satunya yaitu menghasilkan laporan keuangan yang andal. Temuan ini juga
mendukung beberapa penelitian terdahulu.

Terkait dengan variabel kontrol, penelitian ini menemukan bahwa aset daerah berpengaruh
positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian,
pemerintah daerah dengan kekayaan yang lebih besar cenderung mampu menyampaikan laporan
keuangan secara tepat waktu karena didukung kekayaan daerahnya yang besar. Adapun belanja
daerah berpengaruh negatif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Belanja daerah merupakan transaksi yang melibatkan proses yang lebih rumit dan memakan waktu
terkait penatausahaan dan pertanggungjawaban sehingga penatausahaan belanja yang belum
selesai dapat menunda proses pelaporan keuangan. Variabel kontrol lain yaitu pendapatan daerah,
kompetisi politik dan pendapatan daerah tidak berpengaruh signfikan terhadap ketepatwaktuan
pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penutup
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Penelitian ini menguji pengaruh kompleksitas pemerintah daerah dan pengawasan internal
terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui kajian yang menyeluruh
mencakup seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Secara keseluruhan, masih banyak pemerintah
daerah di Indonesia selama periode 2016-2018 yang belum mampu menyampaikan laporan
keuangannya secara tepat waktu dengan rata-rata keterlambatan 2 hari dari batas waktu pelaporan
yang ditentukan. Penelitian ini juga menemukan bukti empiris bahwa kompleksitas pemerintah
daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan sedangkan pengawasan
internal berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil yang diperoleh, penelitian ini menekankan pentingnya menangani isu
kompleksitas pemerintah daerah dalam pelaporan keuangan melalui implementasi teknologi
informasi yang memadai dalam proses pelaporan keuangan sehingga pemerintah daerah dapat
mengembangkan sistem informasi pengelolaan keuangan secara berkelanjutan untuk mendukung
proses pelaporan keuangan yang lebih baik dan tepat waktu. Penelitian ini juga merekomendasikan
pemerintah daerah untuk senantiasa meningkatkan kapabilitas fungsi internal audit untuk
pengawasan internal yang lebih efektif dan efisien guna mengawal proses pelaporan keuangan
pemerintah daerah agar tepat waktu.
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